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Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
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Penetapan Status Tanggap Darurat
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Pengadaan Barang/Jasa

1} Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
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Batas Waktu Penggunaan

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama

waktu status keadaan tanggap darurat bencana.
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Bupati atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan
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engawasan terhadap penggunaan belanija kebutuhan tanggap darurat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, |9 Januari 2022
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, |9 Januari 2022

BUPATI UAN SULA,
i

FIFIAN NINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, /4 Januari 2022
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